LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI

-

NOMOR 3 2021 SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2018 - 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

b. bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap
perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan
penerimaan daerah, dan peningkatan belanja daerah dan
pembiayaan sehingga diperlukan berbagai upaya
pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan
kesehatan dan perekonomian daerah. Rencana
penanganan, penyelamatan kesehatan dan perekonomian
daerah tersebut tetap harus sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan harus
direspon dengan perubahan yang mendasar, salah
satunya dengan melakukan perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bekasi Tahun 2018-2023.



Mengingat

bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Bekasi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023 perlu dilakukan perubahan; dan

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018-2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat |1l Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitasi Sistemm Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID
19) dan/atau Menghadapai Ancaman Yang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID 19) dan/atau Menghadapai Ancaman Yang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2019 Nomor 8 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Menetapkan

dan
WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 08 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8 Seri E), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Sistematika RPIMD meliputi :
a. BAB |
b. BAB I

d.

@

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

: PENDAHULUAN
: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

memuat gambaran umum kondisi daerah yang
meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang
meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

memuat gambaran hasil pengolahan data dan
analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DAERAH

memuat analisis permasalahan pembangunan dan
isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2018-
2023.

: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.

. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH,;

memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta
program pembangunan prioritas berdasarkan
strategi yang dipilih dengan target capaian indikator
Kinerja.

: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH;

memuat program prioritas dalam pencapaian Vvisi
dan misi serta seluruh program yang dirumuskan
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta
indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, dan
Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan
bidang urusan.



h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH;
memuat penetapan indikator kinerja daerah yang
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

i. BAB IX - PENUTUP.
memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
untuk menyusun dokumen perencanaan

pembangunan setelah periode RPIJMD berakhir.

(2) Perubahan RPJIJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJIMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. kebijakan perencanaan RPJMD;
b. pelaksanaan RPJMD; dan
c. hasil RPIJMD.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.



Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan diBekasi
pada tanggal 16 Maret 2021

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI
Diundangkan Di Bekasi
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (
3/36/2021 )



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 08 TAHUN 2019TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023

UMUM.

Pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan
harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara indonesia tersebut dapat
terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Bekasi mempunyai fungsi
utama yang harus dijalankan saat ini adalah Public Service Function (fungsi
pelayanan masyarakat), development Function (fungsi pembangunan), dan
protection function (fungsiperlindungan). Good govermance akan terwujud
apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang
disebut sebagai objective and subjective responsibility. Responsibility
objective bersumber pada adanya pengendalian dari luar (external controls)
yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga
tujuan three es (economy, efficiency and effectiveness) dari organisasi
perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bekasi diperlukan
sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diwujudkan
dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Kemajuan pembangunan Kota Bekasi perlu didukung dengan pemberian
pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Di
sisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta
mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan
tetap mengacu dan memperhatikan tujuan sebagaimana diamanatkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan adanya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan
perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat
khususnya masyarakat Kota Bekasi.



Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan
hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan
keadaanatau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPIJMD yang
dapat dilakukan apabila :

Perubahan RPJPD dan RPJIJMD dapat dilakukan apabila:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri
ini;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang
dirumuskan,tidak sesuai dengan peraturan Menteri ini; dan

c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Il. PASAL DEMI PASAL.
Pasal 3

Ayat (1) : Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang disebabkan
kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat, dan respon akibat bahwa implikasi
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam upaya
penyelamatan ekonomi daerah.

a. memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta
sistematika penulisan.

b. memuat gambaran umum kondisi daerah yang
meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang
meliputi aspek Kkesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.



c. memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis
terhadap pengelolaan keuangan daerah.

d. memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu
strategis pembangunan daerah tahun 2018-2023.

e. memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.

f. memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta
program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang
dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

g. memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi
serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah beserta indikator Kkinerja,
target kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah
penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

h. memuat penetapan indikator Kkinerja daerah vyang
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator Kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

i.  memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk
menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah
periode RPIJMD berakhir.

Ayat (2) : Lampiran perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 telah
disesuaikan.

Pasal 5
Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Ayat (4) : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 2
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